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Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Klaten dalam mempertahankan penataan pasar tradisional; 2) 
Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan 
penataan pasar tradisional; 3) Untuk menganalisis model penataan pasar 
tradisional di Kabupaten Klaten untuk kedepannya. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan 
yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 
dan data primer.Data sekunder didapat melalui penelitian kepustakaan dan data 
primer didapat melalui penelitian di lapangan. Cara pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Klaten dalam Mempertahankan Penataan pasar Tradisional adalah 
dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar 
Modern. Dalam kebijakan tersebut diatur mengenai upaya perlindungan dan 
penataan pasar tradisional dan pasar modern; 2) Faktor pendukung dalam 
penataan pasar tradisional adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Klaten berupa payung hukum peraturan daerah dan anggaran dari 
APBD yang dipergunakan untuk upaya revitalisasi pasar tradisional secara 
bertahap, serta adanya bantuan permodalan tanpa jaminan dari pihak perbankan 
kepada pedagang pasar tradisional. Faktor penghambatnya adalah adanya 
kekhawatiran dari para pedagang karena dengan adanya upaya revitalisasi pasar 
tradisional maka tarif sewa pasar akan meningkat sehingga pedagang harus 
menaikkan barang dagangan; 3) Model penataan pasar tradisional ke depannya 
yang baik adalah dengan bentuk bangunan pasar yang sudah permanen, tersedia 
sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang cukup pada siang dan malam hari. 
Para pedagang dapat menempati kios atau lapak sesuai dengan jenis dagangannya 
sehingga lebih teratur dan memudahkan pembeli untuk berbelanja. Fasilitas 
pendukung juga perlu diperhatikan yaitu dengan tersedianya parkir yang 
memadai, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), toilet dan mushola untuk ibadah.  
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The purpose of this study was 1) to analyze policy Klaten regency 
administration in maintaining the arrangement of traditional markets; 2) To 
analyze the enabling and inhibiting factors in maintaining the arrangement of 
traditional markets; 3) To analyze model of the arrangement of the traditional 
markets in Klaten district for the future.  
The study was conducted using empirical juridical approach. Sources of 
data in this study uses secondary data and the data obtained through research 
primer.Data secondary literature and primary data obtained through research in 
the field. Data collection method used in this research is to use the interview. 
Analysis of the data used in this study is qualitative.  
The results showed that 1) Local Government Policy Klaten in 
Maintaining Traditional market arrangement is to issue a policy of Klaten 
Regency Regulation Number 12 of 2011 on Structuring Management of 
Traditional and Modern Market Market. This policy is set on the protection and 
regulation of traditional markets and modern markets; 2) Factors supporting the 
traditional market arrangement is the lack of support from the local government 
district of Klaten form of legal protection of local regulations and budgets of the 
budget that is used to attempt to revitalize traditional markets gradually, and 
without warranty of any capital support from the banks to the traditional market 
traders. Inhibiting factor is the concern of the traders due to efforts to revitalize 
traditional markets, the market rental rate will be increased so that the trader must 
raise merchandise; 3) arrangement of a traditional market model good future is to 
form permanent market building, available air circulation and adequate lighting 
system on day and night. The traders can occupy kiosk or stall according to the 
type of merchandise that is more organized and easier for buyers to shop. 
Supporting facilities also worth noting that the availability of adequate parking, an 
ATM (Automated Teller Machine), a toilet and a mosque for worship. 
 
Keywords: Government Policy, Traditional Market, Klaten regency. 
